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ABSTRACT
Ony Satiti, 2019

Analysis of Budget Absorption Performance (Case Study of The Directorate General
of Spatial Management)

181 pages, 5 Chapters, xix, 11 tables, 21 graphics, 13 pictures, 42 varieties, bibliography: 25
books, 7 journals, 7 legislations

The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) as a tool to support national
development strategies, namely increasing economic growth, creating jobs, improving people's
welfare, and environmentally sound development can be effective if supported by good budget
absorption. However, until now the absorption of the budget still has a pattern that is not ideal,
which tends to accumulate at the end of the fiscal year, where the budget realization is low
until the third quarter, but sharply increased in the fourth quarter. The pattern of the
accumulation of budget expenditures at the end of the year and the delay in the realization of
the budget at the beginning and mid-year each yearwould certainly hamper economic growth.

During the last 3 (three) years in the 2016-2018 fiscal year, the central work unit
within the scope of the Directorate General of Sea Space Management, there were several
problems in the implementation of the budget relating to budget absorption, among others the
phenomenon of non-ideal budget absorption patterns, wherein the absorption of the budget
low in the beginning until the third quarter, and ose sharply in the fourth quarter. In addition,
based on the DJA e-Monitoring evaluation, obtainingan assessment of budget performance that
is even low, one of the reasons is the absorption of the budget that is not consistent with the
Fund Withdrawal Plan. There is an absorption of the budget that is not balanced with adequate
and timely administrative completion, as well as the findings in the BPK audit. The purpose of
this study is to analyze the performance of budget absorption by using performance
measurements of aspects of quantity, quality and timeliness of budget absorption and identify
the influence of these three aspects on budget absorption in budget execution. In this study,
using qualitative research methods with case studies. Data collection techniques using
observation, interviews, document review and literature study. While the technique of data
analysis is reduction, data presentation and conclusion drawing. From the results of the study
showed that the performance of the absorption of the central work unit budget of the
Directorate General of PRL in terms of quantity, not in accordance with the RPD and the
frequency of repeated budget revisions. Meanwhile, from the aspect of quality, the settlement
of bills and payments on the burden of the APBN has not been sufficient on the completeness
and accuracy of financial administration documents. Furthermore, from the aspect of timeliness,
there is still no timely management of Inventory Money and contractual goods/services
procurement. Of the three interrelated aspects in influencing budget absorption in the

Vi



implementation of the budget at the central work unit within the scope of the Directorate
General of PRL.

Keywords —Budget absorption performance, quantity, quality, tmeliness, influence on budget
absorption
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ABSTRAK
Ony Satiti, 1763002080

ANALISIS KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA(STUDI KASUS DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT)

179 halaman, 5 bab, xix, 11 tabel, 21 grafik, 13 ganbar, 42 lampiran, daftar pustaka: 25 buku,
7 jurnal, 3 tesis, 7 peraturan perundang- undangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk mendukung
strategi pembangunan nasional yaitu meningkatkan petumbuhan ekonomi, menciptakan
lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan pembangunan yang berwawasan
lingkungan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh penyerapan anggaran yang baik.
Namun demikian, sampai saat ini penyerapan anggaran masih memiliki pola yang tidak ideal
yaitu cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, d mana realisasi anggaran rendah sampai
dengan triwulan ketiga, namun meningkat tajam pada triwulan keempat. Pola penumpukan
realisasi anggaran belanja pada akhir tahun dan keerlambatan realisasi anggaran belanja pada
awal dan pertengahan tahun setiap tahunnya tentunya sangat menghambat pertumbuhan
ekonomi.

Selama 3(tiga) tahun terakhir pada tahun anggaran 216-2018, satuan kerja pusat
lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, ada beberapa permasalahan pada
pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan penyerapan anggaran antara lain adanya
fenomena pola penyerapan anggran yang tidak ideal, dimana penyerapan anggaran yang
rendah di awal sampai dengan triwulan III, dan naik tajam pada triwulan IV. Selain itu,
berdasarkan e-Monitoring evaluasi DJA, memperolah penilaian kinerja anggaran yang sedang
bahkan rendah, salah satu penyebabnya adalah penyemapan anggaran rendah dan penyerapan
anggaran yang tidak konsisten dengan Rencana Penarkan Dana. Adanya penyerapan anggaran
yang tidak diimbangi dengan penyelesaiaan administasi yang memadai serta tepat waktu, serta
adanya temuan dalam pemeriksaan BPK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
kinerja penyerapan anggaran dengan menggunakan pengikuran kinerja dari aspek kuantitas,
kualitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran dan mengidentifikasi pengaruh ketiga
aspek tersebut pada penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Dalam penelitian ini,
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, telaah dokumen dan studi kepustakaan. Sedangkan
teknik analis data reduksi, penyajian data dan penaikan kesimpulan. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa kinerja penyerapan anggaran satuan kerja pusat Ditjen PRL dari aspek
kuantitas, bahwa penyerapan anggaran belum sesuai dengan RPD dan frekuensi revisi
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anggaran yang berulang kali. Sedangkan dari aspek kualitas, penyelesaian tagihan dan
pembayaran atas beban APBN belum memadai pada kelengkapan dan keakuratan dokumen
administrasi keuangan. Selanjutnya dari aspek ketepatan waktu, masih ada belum tepat waktu
dalam pengelolaan Uang Persediaan dan pengadaan bamng/jasa kontraktual. Dari ketiga aspek
saling berkaitan dalam mempengaruhi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran pada
satuan kerja pusat lingkup Ditjen PRL.

Kata Kunci: kinerja penyerapan anggaran, kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, pengaruh

terhadap penyerapan anggaran
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN
A. Latar Belakang

Anggaran publik merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk
rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam
bentuk paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisas yang meliputi informsi
mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai
apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akandatang. Setiap anggaran
memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakikan dalam beberapa

periode yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk
mendukung strategi pembangunan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi (pro growth), menciptakan lapangan kerja (pro job), memperbaiki
kesejahteraan rakyat (pro poor), dan pembangunan yang berwawasan
lingkungan (pro environment) dapat berjalan efektif apabila didukung oleh
penyerapan anggaran yang baik. Namun demikian, sampi saat ini penyerapan
anggaran masih memiliki pola yang tidak ideal yaitu cenderung menumpuk di
akhir tahun anggaran, di mana realisasi anggaran rendah sampai dengan
triwulan ketiga, namun meningkat tajam pada triwulankeempat. Kondisi tersebut
disebabkan karena Kementerian Negara/ Lembaga masih belum optimal dalam

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana



penarikan dana dan rencana penerimaan dana termasuk dalam pengawasan

implementasinya.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai rencanaakan berdampak pada
terbentuknya pola penyerapan yang teratur, sehingga dapat memberikan
kepastian waktu dan jumlah penarikan dana dalam rargka penyusunan
perencanaan kas yang baik oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara. Hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi yang merata, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan suatu kegatan untuk kemudian

dijadikan sebagai bahan perbaikan tahapan pelaksanaa berikutnya.

Pola penumpukan realisasi anggaran belanja pada akhr tahun dan
keterlambatan realisasi anggaran belanja pada awal dan pertengahan tahun
setiap tahunnya tentunya sangat menghambat pertumbuhan ekonomi. Realisasi
anggaran belanja diperlukan untuk kemakmuran rakyat seperti tercantum dalam
UUD 1945 pasal 23 ayat 1 bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetagkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyerapan anggaran yang rendah tentunya akan menyebabkan potensi
kerugian bagi perekonomian. Kegagalan target penyempan anggaran berakibat
hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dilokaskan ternyata tidak semua
dapat dimanfaatkan, yang berarti terjadinya /ddle money. Apabila pengalokasian
anggaran efesien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat

dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Ketika penyerapan anggaran



gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefesensi dan inefektivitas
pengalokasian anggaran, penyerapan anggaran yang rendah juga mempengaruhi
dalam penilaian kinerja anggaran satker. Dalam pengahnggaran berbasis kinerja,
sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan tolak ukur penilaian suatu
kegiatan. Namun demikian sebuah kegiatan yang diren@nakan dalam suatu
penganggaran merupakan urutan yang melibatkan input proses, output, dan
outcome. Hasil dari sebuah kegiatan dimulai dari input. Biaanya input dari suatu
kegiatan salah satunya adalah pembiayaan yang telah dikeluarkan. Jika
pembiayaan ini belum atau terlambat dikeluarkan, atinya salah satu input dari
suatu kegiatan juga belum atau terlambat masuk dalam proses. Bagaimana
suatu kegiatan menghasilkan output dan outcome yang baik jika input yang
masuk terlambat. Jadi sebenarnya cukup masuk akal jka rendahnya penyerapan
anggaran digunakan sebagai salah satu tolak ukur penilaian kinerja. Jika
menggunakan penyerapan anggaran sebagai penilaian, harus dilihat juga output
dan outcome suatu kegiatan. Penyerapan yang tinggi namun bila diringi dengan
output dan outcome yang rendah menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang
kurang efektif. Dalam PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaaan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian
Negara/Lembaga ada 3(tiga) aspek evaluasi yaitu aspek implementasi, aspek
manfaat dan aspek konteks. Pada aspek implementasi ada indikator yang diukur
sesuai PP No. 90 tahun 2010 bahwa indikator yang dukur dalam evaluasi kinerja
anggaran adalah penyerapan anggaran, konsistensi artara perencanaan dan
implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu unit

kerja setara Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai



tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kehjakan di bidang
pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dankeanekaragaman hayati laut,
pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Susunan oganisasi Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut terdiri atas : Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat
Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut dan kelompok jabatan fungsional. Dalam mnelaksanakan kegiatan-
kegiatan terkait tugas dan fungsi dari Ditjen PRL, setiap satker setara Eselon IIA
masing-masing mempunyai Daftar Isian Pelaksanaan Angdaran (DIPA) tersendiri.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administras keuangan dari kegiatan
yang telah dilaksanakan, tertuang pada realisasi arggaran belanja atau juga
dikenal dengan penyerapan anggaran belanja. Berikut di bawah ini
terpresentasikan pagu anggaran dan pola penyerapan anggaran belanja
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut keseluruhan untuk satuan kerja
pusat dan secara terinci per triwulan per Eselon II selama periode waktu tahun

2016-2018 dalam bentuk tabel dan grafik, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pagu Anggaran Ditjen PRL
Satuan kerja Pusat
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun Anggaran Pagu Anggaran
2016 278.474.651.000
2017 516.782.820.000
2018 451.605.977.000

Sumber : Aplikasi SMART-DJA (data diolah)



Selanjutnya berikut pola realisasi anggaran belanja Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut tahun anggaran 2016-2018 untlk satuan kerja pusat

per Eselon II dan per triwulan, dapat dilihat pada gafik berikut ini:

Grafik 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Ditjen PRL
Satuan Kerja Pusat
Tahun Anggaran 2016-2018
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Sumber : Aplikasi SMART DJA(data diolah)

Pada grafik 1.1 menggambarkan pola realisasi anggaran belanja
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada kumun waktu 2016-2018. Pada
tahun 2016-2018 triwulan I realisasi anggaran belanja tidak dapat mencapai
10%, artinya penyerapan anggaran yang sangat rendah yang hanya mencapa
2.58 %, bahkan pada tahun 2017 lebih rendah dari téhun 2016 yaitu 1,67 % dan
adanya kenaikan pada tahun 2018 yaitu 8.33 %.Kemudan pada triwulan II
terlihat bahwa realisasi belum bisa mencapai seperempat atau 25 % dari pagu

anggaran, dimana tahun 2016 hanya mencapai 21,51 %,selanjutnya pada tahun



2017 malah lebih rendah dari 10 % tepatnya hanya mencapai 6,8% dan pada
tahun 2018 mengalami peningkatan penyerapan namun tdak melebihi dari tahun
2016 yaitu hanya 19.27 %. Selanjutnya pada triwulan III,realisasi anggaran
belanja tidak bisa mencapai 70 % bahkan untuk mencaai 50 % saja tidak bisa
tercapai, yaitu hanya mencapai 32.66% pada tahun 216, dan mengalami
penurunan drastis pada tahun 2017 yaitu 12.89 % sebnjutnya 30,08 % pada

tahun 2018.

Secara lebih rinci tergambar di bawah ini, pagu angaran dan pola realisasi
anggaran belanja selama tahun 2016-2018 per Eselon I per triwulan, sehingga
dapat melihat jelas dari Eselon II manakah sebagai penyebab rendahnya realisasi
anggaran belanja yang rendah di awal serta menumpuk di akhir tahun. Berikut

pagu anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Laut addah :

Tabel 1.2
Pagu Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Laut
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun Anggaran Pagu Anggaran
2016 17.926.518.000
2017 7.625.736.000
2018 30.400.000.000

Sumber: Aplikasi Monev DJA (data diolah)
Berikut pola realisasi anggaran belanja Direktorat Perencanaan Ruang Laut

tahun anggaran 2016-2018 per triwulan, dapat dilihatpada grafik berikut ini :



Grafik 1.2
Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Perencanaan Ruang Laut
Tahun Anggaran 2016-2018
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Sumber : Aplikasi SMART DJA (data diolah)

Pada grafik 1.2 menggambarkan pola realisasi anggaran belanja pada Eselon
II yaitu Direktorat Perencanaan Ruang Laut dalam kurun waktu tahun 2016-2018
per triwulan. Pada triwulan I terlihat realisasi anggaran belanja tidak mencapai
10 %, dengan tahun 2016 realisasi anggaran belanja terendah diantara tiga
tahun lainya yaitu hanya mencapai 2.81 % kemudian nenyusul tahun 2017
mencapai 7.68 % dan tahun 2018 lebih rendah sedikitdari tahun 2017 yaitu 7.16
%. Selanjutnya pada triwulan II masing —masing tahun tidak menunjukkan
realisasi mencapai 50 %, artinya masih sangat renddh, sedangkan telah
setengah tahun anggaran berjalan tapi tidak dapat mencapai 50 %,, yaitu hanya
mencapai 27.25 % pada tahun 2016 selanjutnya naik nenjadi 37.51 % dan
turun kembali lebih rendah dari tahun 2017 bahkan ®hun 2016 yaitu 19.45
%.Pola realisasi anggaran belanja pada triwulan III pada Direktorat ini

mengalami kenaikan signifikan dari triwulan sebelumrmya. Walaupun belum dapat



mencapai 70 % realisasinya dari pagu anggaran yangada, kenaikan ini tentunya
sangat menaikkan realiasasi anggaran Direktoat Jenderal PRL yaitu 66.25 %
pada tahun 2016, selanjutnya 67.58 % pada tahun 20T/ dan 31.08 % pada
tahun 2018.Selanjutnya pada triwulan IV, triwulan &hir atau tepatnya realisasi
akhir tahun anggaran, pada satker ini mencapai realsasi yang hampir 100 %
pada tahun 2017 yaitu 99.97 %, walaupun ada tahun belumnya hanya
mencapai 91.91 %, adanya peningkatan realisasi angagran, sedangkan pada

tahun 2018 hanya mencapai 50.08 %.

Eselon II berikutnya adalah Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut.Berikut pagu anggaran Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut selama tahun 2016-2018 adalah :
Tabel 1.3

Pagu Anggaran Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun Anggaran Pagu Anggaran
2016 18.297.503.000
2017 143.741.287.000
2018 57.502.820.000

Sumber : Aplikasi SMART DJA (data diolah)

Grafik 1.3
Realisasi Anggaran Belanja
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
Tahun Anggaran 2016-2018
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Pada grafik 1.3 menggambarkan pola realisasi anggaran belanja

Direktorat Konservasi dan Keanekragaman Hayati Laut triwulanan pada kurun
waktu tahun anggaran 2016-2018. Pada triwulan I padch satker ini selama 3
tahun hanya mencapai realisasi di bawah 2 % sangatrendah sekali, yaitu 0,02 %
pada tahun 2016 selanjutnya 0.22 % pada tahun 2017 da 1.60 % pada tahun
2018. Selanjutnya pada triwulan II juga tidak dapat mencapai realisasi 50 %
padahal tahun anggaran berjalan sudah 1 semester, realisasi anggaran belanja
yang dicapai berturut turut dari tahun 2016-2018 vyaitu 3.97%,0.31 %, dan
6.33%. kemudian pada triwulan III capain realisasi anggaran belanja tetap tidak
menunjukkan kenaikan yang signifikan yaitu hanya mancapai 7,07 % pada tahun
2016, dan mengalami penurunan lagi dengan realisasilebih rendah dari tahun
2016 pada tahun 2017 yaitu 2.15 % kemudian mencapai 10.94 % pada tahun

2018. Kenaikan tajam dicapai realisasi anggaran pada triwulan IV atau tepatnya



pada akhir tahun anggaran berturut- turut dari tahun 2016-2018 yaitu 63,86 %,

79.80 % dan 27.48 %.

Selanjutnya Eselon II Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil. Berikut pagu anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau

Kecil selama tahun 2016-2018 adalah:

Tabel 1.4
Pagu Anggaran Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun Anggaran Pagu Anggaran
2016 123.968.867.000
2017 222.436.573.000
2018 196.950.000.000

Sumber : Aplikasi SMART DJA (data diolah)

Grafik 1.4
Realisasi Anggaran Belanja
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Tahun Anggaran 2016-2018
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Pada grafik 1.4 menggambarkan pola realisasi anggaran belanja triwulanan
pada kurun waktu tahun anggaran 2016-2018. Pada triwulan I selama 2 tahun
pertama satker ini tidak adanya penyerapan sama sekali atau dengan kata lain
0%, selanjutnya pada tahun 2018 realisasi anggaranbelanja mencapai 11, 76 %
atau lebih besar dari 10%. Selanjutnya pada pada tivulan II terlihat realisasi
anggaran belanja masih sangat rendah karena belum dgpat mencapai 50%, yaitu
berturut —turut dari tahun 2-16-2018, 5.06%, 2.87% dan 21.4%. Pada triwulan
III belum adanya tanpa kenaikan yang signifikan, selangkan tahun berjalan
anggaran sudah hampir 70%, hal ini tidak terimbangioleh realisasi anggaran
yang mencapai 70%, yaitu hanya mencapai 13.82% padatahun 2016, terjadi
penurunan pada tahun 2017 yaitu 2.87% selanjutnya mda tahun 2018 lebih
tinggi dari tahun — taun sebelumnya yaitu 21.34 %.Tefjadi kenaikan sangat
tajam dari triwuln III menuju triwulan IV yaitu beturut-turut dari tahun 2016-

2018 : 62.67 %, 59.13% dan 55.56%.

Selanjutnya Eselon II Direktorat Jasa Kelautan.Berikut pagu anggaran
Direktorat Jasa Kelautan selama kurun waktu tahun 2016-2018 adalah sebagai
berikut :

Tabel 1.5
Pagu Anggaran Direktorat Jasa Kelautan
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun Anggaran Pagu Anggaran
2016 20.892.546.000
2017 80.315.368.000
2018 74.125.000.000

Sumber : Aplikasi SMART DJA (data diolah)
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Grafik 1.5
Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jasa Kelautan
Tahun Anggaran 2016-2018
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Pada grafik 1.5 menggambarkan pola realisasi anggaran belanja pada
Direktorat Jasa Kelautan pada kurun waktu 2016-2018 selama triwulan I sampai
dengan 1V. Pada triwulan I terlihat realisasi pada satker ini masih sangat rendah
karena belum mencapai 10 %, yaitu berturut —turut dai tahun 2016-2018 : 9.19
% kemudian menurun sekali tidak sampai mencapai %, yaitu 0.33 % kemudian
pada tahun 2018 mengalami kenaikan namun hanya men@pai 1.65 %.
Selanjutnya pada triwulan II, realisasi hanya mencapai di bawah 20 % ,yaitu
berturut-turut dari tahun 2016-2018: 17.54 %, 4.12% dan 11.78 %. Pada
triwulan III belum adanya pergerakan tajam kenaikan realisasi karena belum
dapat mencapai 50 %, hanya tercapai 17.54 % pada tehun 2016, kemudian 4.2
% pada tahun 2017 dan 11.78 % pada tahun 2018. Terjad kenaikan tajam dari
triwulan III menuju triwulan IV pada 3 tahun berturu- turut yaitu 76.29 % pada

tahun 2016, kemudian 86.59 % pada tahun 2017 dan 5861 % pada tahun 2018.
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Berikutnya Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang

Laut.Berikut pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang

Laut selama tahun 2016-2018 adalah :

Tabel 1.6

Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun Anggaran | Pagu Anggaran
2016 97.389.217.000
2017 62.663.856.000
2018 92.628.157.000

Sumber : Aplikasi SMART DJA (data diolah)

Grafik 1.6
Realisasi Anggaran Belanja
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Tahun Anggaran 2016-2018
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Pada grafik 1.6 menggambarkan pola realisasi anggaran belanja

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada kurun waktu 2016-
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2018 tiap triwulan. Pada triwulan I realisasi anggam belanja ada yang telah
mencapai 12% yaitu pada tahun 2017, tepatnya 12.00 % selanjutnya ada yang
mencapai 10.87 % pada tahun 2018, sedangkan pada tehun 2016 pada triwulan
I realisasi anggaran belanja hanya mencapai 4.89%. Selanjutnya pada triwulan
II, realisasi lumayan stabil dalam 3 tahun terakhir walaupun masih belum dapat
mencapai 50 %, yaitu 24.95 % pada tahun 2016, kemudan 35.33 % pada tahun
2017 selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 208 hanya mencapai
28.81 %. Pada triwulan III sama dengan eselon II laimya, realisasi anggaran
belanja belum bisa mencapai 70 %, tepatnya 49.35 % pada tahun 2016
kemudian 58.71% pada tahun 2017 selanjutnya 50.84 % pada tahun
2018.Pergerakan kenaikan realisasi dari triwulan II menuju triwulan IV tidak
terlalu naik tajam sama dengan pola kenaikan pada Drektorat Perencanaan
Ruang Laut, yaitu tepatnya 71.98 % pada tahun 2016selanjutnya 93.75 % pada
tahun 2017 dan mengamali penurunan dari tahun sebelimnya yaitu mencapai

79.01 % pada tahun 2018.

Dijelaskan di atas grafik realisasi anggaran belanja per Eselon II per
triwulan dari tahun anggaran 2016-2018 bahwa dari ke-5 Eselon II yang berada
di dalam lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2016
terjadi kenaikan tajam realiasasi anggaran belanja pada triwulan III menuju
triwulan IV, kemudian pada tahun 2017 ada beberapa Eelon II mengalami
perbaikan dalam realisasi anggaran yaitu Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sedangakan 3(tiga)
Eselon II lainnya masih tetap dengan kenaikan tajam realisasi pada triwulan III
menuju triwulan III yaitu Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut,

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecl dan Direktorat Jasa
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Kelautan. Dilanjutkan pada tahun 2018 mempunyai polasama kenaikan realisasi
anggaran pada triwulan III menuju triwulan IV pada Direktorat Perencanaan
Ruang Laut dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut stabil,
sedang 3(tiga) Eselon II lainnya sama dengan pola &hun 2016 naik tajam dari
triwulan III menuju triwulan IV. Secara parsial ataupun penggabungan
keseluruhan dari satuan kerja pusat lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut, tidak ada yang mempunyai pola penyerapax anggaran pemerintah
yang ideal. Penyerapan anggaran yang ideal akan mempunyai pola penyerapan
anggaran dengan bentuk grafik yang menyerupai “kuna S” yaitu penyerapan
anggaran yang masih landai dan meningkat sedikit sanpai triwulan I, karena
pada fase ini merupakan tahap persiapan administras yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan, tahap pelelangan, dan tahap penentuan dan verifikasi
penerimaan bantuan dari belanja barang yang diserahkan untuk masyarakat,
selanjutnya penyerapan anggaran cenderung meningkat sampai puncaknya pada
triwulan III, karena pada fase ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan,
pembayaran termin-termin belanja modal, sedangkan urtuk belanja barang yang
diserahkan pada masyarakat, merupakan tahap untuk penyaluran,dan fase yang
terakhir pada tahap  penyelesaian  administrasi dan  penyiapan
pertanggungjawaban, dimana penyerapan anggaran belanja akan cenderung

landai pada triwulan III menuju triwulan IV.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis pada satuan kerja pusat
Ditjen PRL ada beberapa permasalahan pada pelaksanan anggaran yang

berkaitan dengan penyerapan anggaran belanja, antam lain :
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Fenomena pola penyerapan anggaran yang tidak ideal dalam 3(tiga) tahun
terakhir, hampir terjadi pada 4 satuan kerja pusat tepatnya satuan kerja
teknis yaitu Dit. PRL, Dit. KKHL, Dit. Jaskel dan Ot. P4K, dengan kondisi
penyerapan yang rendah pada triwulan I sampai denga triwulan III dan
naik tajam pada triwulan III menuju triwulan IV, dengn urutan Dit.KKHL,
Dit. P4K, Dit. Jaskel dan yang terakhir Dit.PRL hal ini tentunya mendekati
pada inefesensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran, juga
mempengaruhi dalam penilaian kinerja anggaran satuan kerja.

Berdasarkan hasil e-monitoring evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan atau lebih dikenal dengan SMART(Sistem Monitoring
dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan, bahwa satuan kerja
pusat Ditjen PRL memperoleh nilai kinerja kurang pada triwulan II bahkan
sampai dengan triwulan III, bahkan sampai dengan tiwulan IV masih ada
yang memperoleh nilai kinerja sedang, salah satu penyebabnya adalah
karena realisasi rendah, realisasi yang tidak konssten dengan Rencana
Penarikan dana Awal ataupun Revisi.

Penyelesaian administrasi yang kurang memadai kuditasnya dalam
pengeloaan Uang Persediaan dan pekerjaan pengadaan barang terutama
mekanisme kontraktual tidak tuntas sampai dengan akhir tahun selain
menyebabkan penyerapan yang rendah serta lambat juga memberikan
catatan dalam pemeriksaan yang menyebabkan temuan audit Badan
Pemeriksa Keuangan.

Masih sering melakukan keterlambatan dalam pertanggungjawaban Uang

Persediaan dalam tahun anggaran berjalan.
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Dari beberapa permasalahan yang diamati sementara deh peneliti
tentang penyerapan anggaran, membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam
tentang kinerja penyerapan anggaran dalam pelaksanan anggaran pada satuan
kerja teknis pusat lingkup Ditjen PRL, dengan menggurekan pengukuran kinerja
yaitu kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran serta
identifikasi penyebab permasalahan penyerapan anggaran dari ketiga aspek

kinerja penyerapan anggaran tersebut.
B. Rumusan Permasalahan

Pada latar belakang tentang permasalahan penelitian, maka yang menjadi

pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja penyerapan anggaran belanja dan pergaruhnya pada
penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran Direkiorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian yang

ingin dicapai adalah :

1. Menganalisis kinerja penyerapan anggaran belanja dergan menggunakan
pengukuran kinerja dari aspek kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu
serta mengidentifikasi pengaruh dari ketiga aspek tersebut pada
penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran Direkibrat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut?
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :
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a. Manfaat Empiris

Untuk memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan, khusisnya Manajemen
Keuangan Negara, melalui pengujian empiris tentang kherja penyerapan
anggaran dengan menggunakan pengukuran kinerja dari aspek kuantitas,
kualitas dan ketepatan waktu dan identifikasi pengaruh ketiga aspek kinerja
penyerapan anggaran pada penyerapan anggaran dalam pdaksanaan anggaran,
juga dapat digunakan sebagai bahan pembanding oleh peneliti dalam kajian

yang sama.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi masukan yang berguna bagi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mengatasi permasalahan dalam
penyerapan anggaran belanja dari aspek kinerja penyerapan anggaran.

2. Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ni dapat lebih mempertajam
penguasaan disiplin ilmu yang di pelajari penelitiselama mengikuti program

magister terapan administrasi pembangunan negara, pada STIA LAN
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasar hasil penelitian mengenai kinerja penyerapan anggaran dari

aspek kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran dan

pengaruhnya pada penyerapan anggaran dalam pelaksarean anggaran Ditjen

PRL selama TA 2016-2018, maka disimpulkan sebagai berikut :

a.

Kinerja penyerapan anggaran dari aspek kuantitas penyerapan anggaran
dan pengaruhnya pada penyerapan anggaran dalam pel&ksanaan
anggaran satuan kerja pusat lingkup Ditjen PRL terdapat ketidaksesuaian
penyerapan anggaran belanja dengan target pada RPD, baik per triwulan
maupun sampai akhir tahun disebabkan adanya kebijalkan efesiensi
anggaran dengan mekanisme blokir, self bloking, maupun kebijakan tidak
dapat dilaksanakannya anggaran yang bersumber dari PHLN. Kebijakan
ini tidak diimbangi dengan penghapusan pagu efesiersi anggaran dari
keseluruhan anggaran. Dari kebijakan efesiensi anggaran juga
menyebabkan pekerjaan pengadaan barang kontraktual yang tidak tuntas
pada tahun berjalan pada satuan kerja yang komposid§ anggaran untuk
pengadaan barang kontraktual mempunyai porsi lebih besar daripada
swakelola sehingga menimbulkan simpangan vyang besar antara
penyerapan anggaran belanja dengan target pada RPD. Adanya Frekuensi
revisi anggaran yang dilakukan berulang kali baik evisi POK dan revisi

DIPA, ada sebagian satuan kerja pusat dapat menyebabkan jumlah
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penyerapan anggaran tidak sesuai dengan yang ditargetkan, karena
komposisi anggaran lebih banyak swakelola, sedangkan untuk satuan
kerja lainnya dengan komposisi anggaran lebih banya& dengan pekerjaan
pengadaan barang kontraktual, revisi anggaran bukan penyebab dari
jumlah penyerapan tidak sesuai dengan yang ditargetkan.Ketidaksesuaian
penyerapan anggaran dengan vyang ditargetkan baik karena
ketidaksesuaiannya dengan target pada RPD, dan dengan tidak dilakukan
penyesuaian target pada RPD dan tidak dikeluarkannya anggaran yang
tidak dapat direalisasikan akibat kebijakan efesiensi serta revisi anggaran
menjadi penyebab penyerapan anggaran rendah yang menurunkan nilai
kinerja anggaran pada satuan kerja pusat lingkup Dtjen PRL.

Kinerja penyerapan anggaran dari aspek kualitas penyerapan anggaran
dan pengaruhnya pada penyerapan anggaran dalam pel&ksanaan
anggaran satuan kerja pusat lingkup Ditjen PRL, terdapat adanya
penyelesaian tagihan dan pembayaran atas APBN dalam proses
pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
pelaksanaan anggaran pada kewenangan Bendahara Pengeluaran, PPSPM
dan PPK, ada beberapa satuan kerja telah memadai tapi dilengkapi
dokumen akurat dan lengkap dengan proses yang memetdukan waktu
lebih dari yang seharusnya, ada yang belum memadai yaitu dokumen
belum akurat dan belum lengkap. Dari satuan kerja yang melengkapi
dokumen akurat dan lengkap dengan proses lambat tentunya penyebab
dari permasalahan penyerapan yang tidak sesuai dengan target.

Sedangkan satuan kerja yang belum akurat dan belum lengkap tidak
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C.

menjadi penyebab permasalahan penyerapan tidak sesuai target karena
utamanya adalah penyerapan yang sesuai dengan targe.Kemudian
terdapat keakuratan dan kelengkapan dokumen dalam penyelesaian
tagihan dan pembayaran atas APBN untuk kegiatan swakelola selama
proses penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggarmn menjadi
permasalahan penyerapan anggaran tidak sesuai target karena lambat
dalam pertanggungjawabannya tetapi sebagain besar dokumen akurat
dan lengkap pada beberapa satuan kerja pusat di ligkup Ditjen PRL
sehingga tidak memberikan catatan temuan yang material dengan nilai
besar pada pemeriksaan BPK, sedangkan satuan kerja dengan
penyerapan sesuai target tetapi tidak diimbangi dengan kelengkapan
dokumen yang akurat dan lengkap, pada akhirnya memkberikan catatan
temuan pada pemeriksaan BPK dengan nilai material yang lebih besar
daripada satuan kerja yang dilengkapi dokumen akurd dan lengkap
dengan proses lambat.

Kinerja penyerapan anggaran dari aspek ketepatan waktu dan
pengaruhnya pada penyerapan anggaran dalam pelaksarean anggaran
satuan kerja pusat lingkup Ditjen PRL, terdapat adanya pengelolaan
Uang Persediaan baik dalam mekanisme Ganti Uang Persediaan maupun
Tambahan Uang Persediaan, sebagian besar satuan kera lingkup Ditjen
PRL belum tepat waktu dalam pengajuan Uang Persediaan awal tahun
bulan Januari. Untuk pertanggungjawabannya ada yang telah tepat
waktu untuk mekanisme GUP maupun TUP, ada yang belun tepat

waktu. Yang belum tepat waktu penyebab permasalahan penyerapan
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anggaran tidak sesuai dengan target. Kemudian pengadaan barang
kontraktual pada satuan kerja teknis lingkup Ditjen PRL masih ada yang
belum tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu
yang tercantum dalam dokumen kontrak, selain menjad permasalahan
penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan yang dtargetkan pada
satuan kerja yang komposisi anggaran dengan porsi kbih besar
anggaran kontraktual daripada swakelola, juga timbu pendapatan
negara bukan pajak atas denda keterlambatan atas pekerjaan
pengadaan tersebut.Juga terdapat pekerjaan pengadaan barang
kontraktual yang tidak tuntas pada tahun berjalan dan dilanjutkan pada
tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan Uang Persediaan dalam
mekanisme GUP dan TUP vyang belum tepat waktu dalam
pertanggungjawabannya selain menjadi penyebab permasalahan
penyerapan tidak sesuai target juga menyebabkan satuan kerja tersebut
mendapatkan teguran dari KPPN terkait keterlambatan tersebut.
Pengadaan barang kontraktual dalam prosesnya selain sebagai penyebab
permasalahan penyerapan tidak sesuai target juga menimbulkan
pendapatan negara bukan pajak atas denda keterlambatan pekerjaan
pengadaan barang kontraktual.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis kinerja penyerapan anggaran dari

aspek kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu penyerapan anggaran dan

pengaruhnya pada penyerapan anggaran dalam pelaksarean anggaran

Ditjen PRL selama TA 2016-2018, saran yang diajukan penulis :
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a. Dari segi kuantitas, dengan adanya ketidaksesuaian antara penyerapan
anggaran dengan RPD, serta revisi anggaran yang menghambat
pelaksanaan kegiatan teknis serta pertanggungjawaban administrasi
keuangannya, disarankan setiap satuan kerja pusat bidang teknis lingkup
Ditjen PRL khususnya bagian perencana Dit.KKHL, DitP4K, Dit.Jaskel dan
Dit. PRL harus lebih matang dalam perencanaan serta bagi kementerian
dapat mengkaji ulang terkait kebijakan efesiensi tentang self bloking,
blokir serta PHLN yang tidak dapat dilaksanakan. Anggaran yang tidak
dapat direalisasikan karena kebijakan efesiensi anggaran, sebaiknya
direvisi untuk dikeluarkan dari pagu anggaran agartidak menyebabkan
juga satuan kerja mendapatkan penilaian kinerja dermgan level hanya
cukup bahkan rendah yang disebabkan karena penyerapan yang rendah.
Serta mengkaji ulang terkait efesiensi anggaran atas pekerjaan
kontraktual sehingga tidak harus ada dana luncuran tahun anggaran
berikutnya.

b. Dari segi kualitas, dengan adanya penyelesaian taghan dan pembayaran
beban APBN yang belum memadai kualitasnya terkait keakuratan
dokumen terkait serta kelengkapannya dalam proses penyerapan
anggaran yang dapat memperlambat penyerapan anggaran tidak sesuai
dengan target dan juga menyebabkan temuan atas pemeriksaan BPK,
sebaiknya setiap satuan kerja pusat bidang teknis lingkup Ditjen PRL
lebih meningkatkan proses verifikasi akurat terkait dokumen
pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan teknis,

khususnya untuk kegiatan swakelola yang dibiayai dengan Uang
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Persediaan dengan menambah SDM vyang kompenten di bidang
administrasi keuangan

Dari segi ketepatan waktu, dengan adanya pengajuan Uang Persediaan
yang belum tepat bulan Januari karena belum dapat dselesaikannya
persyaratan penyelesaian rekonsiliasi tahun sebelumnya, sebaiknya
satuan kerja pusat bidang teknis yang belum dapat mengajukan Uang
Persediaan tepat waktu bulan Januari,dapat menyelesaikan persyaratan
tersebut secara tepat waktu dari ketentuan yang telah diberlakukan oleh
KPPN. Selanjutnya untuk pertanggungjawaban atas GUP ataupun TUP,
sebaiknya satuan kerja harus terus memperhatikan batas waktu
penyelesaiannya agar tidak terlalu sering mendapat teguran dari KPPN
dan juga penyerapan anggaran juga dapat sesuai target. Serta dapat
menambah SDM administrasi keuangan yang kompeten adar
penyelesaian pertanggungjwaban dapat tepat waktu. Dalam hal
pekerjaan pengadaan barang kontraktual, disarankan satuan kerja yang
mempunyai porsi anggaran kontraktual lebih besar dari swakelola, dapat
melakukan proses lelang di awal tahun selanjutnya PPK dan PPBJ harus
terus melakukan monitoring terhadap penyelesaian atas pekerjaan agar
dapat tepat waktu sesuai yang telah tertera dalam dokumen kontrak,
sehingga penyerapan dapat sesuai target dan tidak memunculkan pada

pendapatan atas denda keterlambatan pekerjaan pengadaan barang.
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